
  

    

BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 3 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

Menimbang : 

KABUPATEN GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelayanan kepada masyarakat secara luas dan 

nyata, dipandang perlu memberikan fleksibilitas berupa 

keleluasaan untuk menerapkan praktek pengelolaan 

keuangan yang sehat di Pusat Kesehatan Masyarakat 

Kabupaten Gorontalo sebagai Badan Layanan Umum 

Daerah: 

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan 

keuangan dan untuk memenuhi persyaratan 

administrasi Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai 

Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka 

perlu adanya Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

dimaksud:



  

  

Mengingat : 1 
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten 

Gorontalo, 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400), 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063), 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5494), 

RAFI
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679), 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5607), 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340), 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 4585), 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara
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13, 
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16. 

Li, 

18. 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4738): 

Peraturan Pemeritah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165): 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan 

Publik, 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

07/PMK.02/2006 Persyaratan Administrasi dalam 

Rangka Pengusulan dan Penetaan satuan Kerja Instansi 

Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 

tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada 

Badan Layanan Umum, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 

tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan 

Layanan Umum, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 

tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat 

Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan 

Layanan Umum, 

L YA pa



  

  

Menetapkan 

UA
N 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310), 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.0S/2011 

tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta 

Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, 

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676), 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah, 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

KABUPATEN GORONTALO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

L, 

2: 

3. 

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo. 

Bupati adalah Bupati Gorontalo. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dp 
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dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 

Puskesmas, adalah unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh 

seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gorontalo. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah SKPD yang membidangi kesehatan. 

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD, adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja 

pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah 

Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 

dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 

LG 

 



  

  

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

ta: 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktivitas. 

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola 

pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 

keleluasaan untuk menerapkan praktek- praktek bisnis yang 

sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka memajukan  kesejahteran umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

BLUD Puskesmas pada satuan kerja perangkat daerah adalah 

Unit Kerja pada SKPD yang membidangi. 

Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas. 

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

pegawainegeri pada organisasi perangkat daerah 

dilingkungan PemerintahDaerah. 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelolaan 

keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala 

SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

Rencana Strategi Bisnis BLUD Puskesmas yang selanjutnya 

disebut Renstra Bisnis BLUD Puskesmas adalah dokumen lima 

tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, 

pengukuran pencapaian kinerja da arah kebijakan operasional 

BLUD Puskesmas. 

Rencana Kerja Anggaran yang disingkat RKA, adalah Rencana 

Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Rencana Bisnis dan Anggaran Unit Kerja BLUD 

Puskesmas yang selanjutnya disingkat RBA BLUD Puskesmas, 

adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengganggaran 

LN



  

  

20. 

21. 

22: 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan 

anggaran BLUD Puskesmas. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Puskesmas yang 

selanjutnya disebut DPA BLUD Puskesmas, adalah dokumen 

yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah 

dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan 

dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD 

Puskesmas. 

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan 

tagihan BLUD Puskesmas yang menambah ekuitas dalam 

periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar 

kembali. 

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang 

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran 

kembali oleh Unit Kerja BLUD Puskesmas. 

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas 

dana lancer untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk 

keperluan operasional BLUD Puskesmas. 

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 

ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan Unit Kerja 

BLUD Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan 

peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara 

kas diterima atau dibayar. 

Rekening kas BLUD Puskesmas adalah rekening tempat 

penyimpanan uang Unit Kerja BLUD Puskesmas yang 

dibuka oleh pemimpin BLUD Puskesmas pada Bank umum 

untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan 

pembayaran pengeluaran BLUD Puskesmas. 

Utang BLUD Puskesmas adalah kewajiban yang timbul dari 

peristiwa masa lalu berdasarkan perjanjian atau 

LA 3
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berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya 

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD mas. 

Piutang Unit Kerja BLUD Puskesmas adalah jumlah uang 

yang akan diterima oleh Puskesmas dan / atau hak Puskesmas 

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan 

peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah. 

Standar Pelayanan Mininimal adalah spesifikasi teknis tentang 

tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD 

Puskesmas kepada masyarakat. 

Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD Puskesmas 

yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian 

internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD Puskesmas 

untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan 

pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan 

bisnis sehat. 

Dewan Pengawas BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut 

Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas 

melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD 

Puskesmas. 

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi 

organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam 

rangka pemberian layanan yang bermutu dan 

berkesinambungan. 

Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang 

diterima oleh BLUD Puskesmas yang berasal dari barang 

dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil 

kerja BLUD Puskesmas dengan pihak lain dan/atau hasil usaha 

lainnya. 

Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca 

Unit Kerja BLUD Puskesmas pada akhir suatu tahun buku 

tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah 

yang tidak terpisahkan. 

144 
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BAB II 

SYARAT ADMINISTRATIF 

Pasal 2 

SKPD yang telah memenuhi persyaratan substantif dan 

persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum dapat diusulkan untuk 

menerapkan PPK-BLUD setelah memenuhi persyaratan 

administratif. 

Pasal 3 

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

mengacu pada Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. 

BAB III 

PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PUSKESMAS 

Bagian Kesatu 

Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas 

Pasal 4 

(1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari: 

a. pemimpin, 

b. pejabat keuangan, dan 

c. pejabat teknis. 

(2) Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD Puskesmas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c di 

atur lebih lanjut dengan keputusan pemimpin BLUD 

Puskesmas dan bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD 

Puskesmas. 

NE



  

(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat 

keuangan dan pejabat teknis BLUD Puskesmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kompetensi 

dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat. 

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan 

keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap 

perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan. 

Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) merupakan kepentingan BLUD Puskesmas 

untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan 

berdasarkan kaidah manajemen yang baik. 

Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi dan Sekretaris 

Daerah. 

Pasal 5 

Pemimpin BLUD merupakan pejabat Kuasa Pengguna 

Anggaran/Barang daerah pada Dinas Kesehatan. 

Pemimpin BLUD meupakan penanggungjawab operasional dan 

keuangan BLUD. 

Dalam hal Pemimpin BLUD berasal dari non PNS, Pejabat 

Keuangan BLUD wajib berasal dari PNS dan merupakan 

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang daerah pada Dinas 

Kesehatan. 

Pasal 6 

Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. 

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran 

bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD melalui pejabat 

keuangan. 

Iri



  

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Pasal 7 

Bendahara penerimaan BLUD bertugas untuk menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 

mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan BLUD. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), bendahara penerimaan BLUD mempunyai wewenang : 

a. Menerima seluruh pendapatan BLUD 

b. Menyimpan seluruh pendapatan BLUD 

c. Menyetorkan seluruh penerimaan yang diterima ke 

rekening kas BLUD 

d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang 

diterima melalui Bank 

Pasal 8 

Bendahara Pengeluaran BLUD bertugas untuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggung jawabkan pengeluaran uang dalam rangka 

pelaksanaan anggaran BLUD. 

Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran 

berwewenang : 

a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP 

UP/GU/TU dan SPP LS. 

b. Menerima dan menyimpan uang persediaan 

c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang 

dikelolanya 

d. Menolak perintah membayar dari kuasa pengguna 

anggaran/pemimpin BLUD yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP LS 

IN 4
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Pasal 9 

(1) Bendahara penerimaan BLUD dan bendahara pengeluaran 

BLUD dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh 

pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu 

bendahara pengeluaran 

(2) Penunjukan pembantu bendahara penerimaaan dan/atau 

bendahara pengeluaran beserta uraian tugasnya ditetapkan 

dengan keputusan pemimpin BLUD. 

Bagian Kedua 

Pembinaan Keuangan BLUD Puskesmas 

Pasal 10 

(1) Pembinaan Keuangan BLUD Puskesmas dilakukan oleh 

SKPD yang membidangi. 

(2) Pembinaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pemberian pedoman bimbingan, supervisi, konsultasi 

pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan. 

BAB IV 

ASAS UMUM DAN STRUKTUR ANGGARAN BLUD PUSKESMAS 

Bagian Kesatu 

Asas Umum Anggaran BLUD Puskesmas 

Pasal 11 

(1) Anggaran PPK-BLUD disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan kegiatan dan kemampuan pendapatan BLUD 

Puskesmas. 

(2) Penyusunan anggaran PPK-BLUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berpedoman pada RBA BLUD Puskesmas dalam 

rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk 

tercapaiannya tujuan BLUD Puskesmas. 

PNG



  

Pasal 12 

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran PPK-BLUD baik dalam 

bentuk uang, barang dan/ atau jasa dianggarkan dalam RBA 

BLUD Puskesmas. 

(2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam anggaran PPK- 

BLUD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang 

dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 

Bagian Kedua 

Struktur Anggaran BLUD Puskesmas 

Pasal 13 

Struktur Anggaran BLUD Puskesmas terdiri dari : 

a. pendapatan, dan 

b. biaya. 

Paragraf 1 

Pendapatan 

Pasal 14 

Pendapatan bersumber dari : 

a. jasa layanan, 

b. hibah: 

c. hasil kerjasama dengan pihak lain, 

d. APBD, 

e. APBN, dan / atau 

f. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah, meliputi : 

1. hasil investasi, 

2. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, 

3. hasil pemanfaatan kekayaan, 

4. jasa giro, 
t 

5. pendapatan bunga,



  

  

6. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing, dan 

7. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat 

dari penjualan dan/atau pengadaan. 

Pasal 15 

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, berupa 

imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan 

kepada masyarakat 

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berasal dari pendapatan kapitasi JKN, non kapitasi JKN, 

retribusi dan pendapatan jasa layanan lainnya 

(3) Pendapatan BLUD yang berasal dari hibah sebagaimana 

dimaksud pada pasal 14 huruf b, dapat berupa hibah terikat 

dan atau hibah tidak terikat 

(4) Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana 

dimaksud pada pasal 14 huruf c, dapat berupa perolehan dari 

kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya 

yang mendukung tugas dan fungsi BLUD 

(5) Pendapatan BLUD APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 

14 huruf d, berupa pendapatan dari pembiayaan APBD 

(6) Pendapatan BLUD APBN sebagaimana dimaksud pada pasal 

14 huruf e, berupa pendapatan dari pemerintah pusat dalam 

rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, Dana 

Alokasi Khusus dan lain-lain 

(7) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 kecuali yang berasal dari hibah 

terikat, APBD dan APBN dapat dikelola langsung untuk 

membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas sesuai RBA BLUD 

Puskesmas. 

UN



  

  

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(1) 
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Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

diperlakukan sesuai peruntukannya dan dilaksanakan sesuai 

ketentuan. 

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD dan APBN 

dilaksanakan sesuai ketentuan petuntuk pelaksanaan 

APBD/APBN. 

Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud 

pada pasal 14, dilaksanakan melalui rekening kas 

BLUD Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening 

kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan 

BLUD Puskesmas. 

Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (10) dilaporkan kepada SKPD yang 

membidangi keuangan selaku PPKD melalui Kepala SKPD 

yang membidangi setiap triwulan tanpa menyertakan bukti 

transaksi. 

Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) 

disusun dan disimpan oleh BLUD Puskesmas. 

Paragraf 2 

Biaya 

Pasal 16 

Biaya BLUD Puskesmas merupakan biaya operasional dan 

non operasional. 

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

(3) 

mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD 

Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. 

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD 

Puskesmas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan 

fungsi.



  

(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

Biaya BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dialokasikan untuk membiayai program peningkatan 

pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung 

pelayanan. 

Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, 

program, dan kegiatan. 

Pasal 17 

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

(2), terdiri dari: 

a. biaya pelayanan, dan 

b. biaya umum dan administrasi. 

Biaya Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan pelayanan. 

Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang 

tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan. 

Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri 

dari : 

a. biaya pegawai, 

b. biaya bahan, 

c. biaya jasa pelayanan, 

d. biaya pemeliharaan, 

e. biaya barang dan jasa, dan 

f. biaya pelayanan lain-lain. 

Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) terdiri dari : 

a. biaya pegawai, 

b. biaya administrasi kantor, 

c. biaya pemeliharaan, 

d. biaya barang dan jasa,
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e. biaya promosi, dan 

f. biaya umum dan administrasi lain-lain. 

Pasal 18 

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

(3), terdiri dari: 

a. biaya bunga, 

b. biaya administrasi bank, 

c. biaya kerugian penjualan aset tetap, 

d. biaya kerugian penurunan nilai, dan 

e. biaya non operasional lain-lain. 

Pasal 19 

Seluruh pengeluaran biaya BLUD Puskesmas yang berasal dari 

APBN dan APBD diselenggarakan dan 

dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Pasal 20 

(1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD Puskesmas yang bersumber 

dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, 

dan lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah, 

dilaporkan kepada SKPD yang membidangi keuangan 

selaku PPKD melalui Kepala SKPD setiap triwulan tanpa 

menyertakan bukti transaksi. 

(2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD Puskesmas yang bersumber 

dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) 

Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab (SPTJ). 

LL



  

  

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 
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Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 21 

Pengeluaran biaya BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas 

dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. 

Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Puskesmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang 

disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan 

dalam ambang batas RBA BLUD Puskesmas yang telah 

ditetapkan secara definitif. ) 

Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Puskesmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD 

Puskesmas yang berasal dari pendapatan selain dari 

APBN/APBD dan hibah terikat. 

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD Puskesmas 

dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD 

kepada PPKD melalui Kepala SKPD sesuai dengan mekanisme 

perubahan APBD. 

Pasal 22 

BLUD Puskesmas dapat melakukan pengeluaran biaya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atas pendapatan yang 

melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan. 

Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung 

dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA BLUD 

Puskesmas. 

Besaran ambang batas BLUD Puskesmas ditetapkan paling 

banyak 3070 (tiga puluh perseratus) dari target pendapatan 

selama satu tahun. 

LN 

 



  

  

(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

ditetapkan dalam RBA BLUD Puskesmas oleh PPKD. 

Penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dengan terlebih dahulu mengubah rincian belanja pada ' 

RBA dan dilaporkan kepada PPKAD melalui Kepala Dinas. 

Penggunaan ambang batas melebihi ketentuan yang telah 

ditetapkan wajib mendapat persetujuan dari Bupati. 

BAB V 

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

Bagian Kesatu 

Perencanaan 

Pasal 23 

BLUD Puskesmas wajib menyusun Renstra Bisnis BLUD 

Puskesmas lima tahunan dengan mengacu Pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah yang ditetapkan Daerah. 

Renstra Bisnis BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mencakup visi, misi, program strategis, pengukuran 

pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan 

proyeksi keuangan lima tahunan BLUD Puskesmas. 

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu 

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. 

Misi sebagaimana pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus 

dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan 

organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan 

berhasil dengan baik. 

Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi 

pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 

1 (satu) sampai dengan 5S (lima) tahun dengan 

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada / 

atau mungkin timbul. 
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(6) 

(7) 

(8) 

Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan 

menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai 

analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi tercapainya kinerja. 

Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) memuat rencana capaian kinerja pelayanan 

tahunan selama 5 (lima) tahun. 

Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan 

tahunan selama 5 (lima) tahun 

Pasal 24 

Renstra Bisnis BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA 

dan evaluasi kinerja. 

(1) 

(2) 

Bagian Kedua 

Penganggaran 

Pasal 25 

BLUD Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman 

pada Renstra Bisnis BLUD Puskesmas. 

Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis 

kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis 

layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan 

pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, 

badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber 

pendapatan BLUD Puskesmas lainnya. 

Ny
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Pasal 26 

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan 

BLUD Puskesmas dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan 

BLUD Puskesmas. 

Pasal 27 

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 memuat : 

a. kinerja tahun berjalan, 

b. asumsi mikro dan makro, 

Cc. target kinerja, 

d. analisis dan perkiraan biaya satuan, 

e. perkiraan harga, 

f. anggaran pendapatan dan biaya, 

g. besaran persentase ambang batas, 

h. prognosa laporan keuangan, 

pe
ta
 

perkiraan maju (forward estimate): 

j. rencana pengeluaran investasi/ modal, dan 

k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan 

RKA-Dinas Kesehatan. 

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 

usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan 

biaya dari keluaran yang akan dihasilkan. 

Pasal 28 

(1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 ayat (1) huruf a meliputi : 

a. hasil kegiatan usaha, 

b. faktor yang mempengaruhi kinerja, 

c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, 

d. laporan tahun berjalan, dan 

e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti 

sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. 

UN 4t 

 



  

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(7) 

Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 ayat (1) huruf b, antara lain : 

a. tingkat inflansi, 

b. pertumbuhan ekonomi, 

c. nilai kurs, 

d. tarif, dan 

e. volume layanan. 

Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

huruf c, antara lain : 

a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan, dan 

b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan. 

Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d merupakan perkiraan 

biaya per unit penyediaan barang dan / atau jasa 

pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan 

seluruh komponen biaya dan volume barang dan / atau 

jasa yang akan dihasilkan. 

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 

(1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan 

/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan 

tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif 

layanan. 

Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f merupakan rencana seluruh 

kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang 

tercermin dari rencana pendapatan dan biaya. 

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g merupakan besaran 

persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan 

operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan 

mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD 

Puskesmas. 

Lan 
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(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(1) 

(2) 

(3) 

Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi 

keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan 

operasional, neraca dan laporan arus kas. 

Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i merupakan perhitungan 

kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari 

tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan 

program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar 

penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

Rencana pengeluaran  investasi/ modal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf j merupakan rencana 

pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap. 

Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan 

RKA -— Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 ayat (1) huruf k merupakan ringkasan pendapatan dan 

biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA - 

Dinas Kesehatan. 

Tata cara penyusunan, isi dan bentuk (outline) RBA serta 

perubahan RBA mengikuti peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Pasal 29 

Untuk BLUD Puskesmas, RBA sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 disajikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari 

rancangan peraturan daerah tentang APBD. 

Untuk BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas 

Kesehatan. 

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dipersamakan sebagai RKA - BLUD Puskesmas. 

4 By



  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

DM 
C
N
 

Bagian Ketiga 

Pengajuan RBA 

Pasal 30 

RBA sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) 

disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai 

bagian dari RKA-SKPD. 

RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

selanjutnya disampaikan oleh PPKD kepada Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan. 

Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dalam rapat pembahasan bersama TAPD dengan BLUD 

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada PPKAD untuk dituangkan dalam 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 

Bagian Keempat 

Penetapan RBA 

Pasal 31 

Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan 

menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD Puskesmas 

melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan 

menjadi RBA definitif. 

RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA definitif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai dasar penyusunan 

DPA-Dinas Kesehatan untuk diajukan kepada PPKD. 

Pa —ve1n 

 



  

  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 
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BAB VI 

PELAKSANAAN ANGGARAN 

Bagian Kesatu 

DPA - BLUD Puskesmas 

Pasal 32 

DPA-BLUD Puskesmas meliputi antara lain : 

a. pendapatan dan biaya, 

b. proyeksi arus kas, dan 

Cc. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan 

dihasilkan. 

PPKD mengesahkan DPA-BLUD Puskesmas sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran. 

Pengesahan DPA-Unit Kerja BLUD Puskesmas 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal DPA-BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD Puskesmas dapat 

melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka 

DPA-BLUD Puskesmas tahun sebelumnya. 

Pasal 33 

DPA-BLUD Puskesmas yang telah disahkan oleh PPKD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) menjadi dasar 

penarikan dana yang bersumber dari APBD. 

Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan 

/ atau jasa dilakukan sesuai dengan Ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Penarikan dana untuk belanja barang dan / atau jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih 

(mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran 

kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas 

yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD Puskesmas. 

Pasal 34 

DPA-Unit Kerja BLUD Puskesmas menjadi lampiran 

perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan 

pemimpin BLUD Puskesmas. 

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan 

pemimpin Unit Kerja BLUD Puskesmas yang dituangkan 

dalam perjanjian kinerja. 

Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Bupati menugaskan pemimpin BLUD Puskesmas untuk 

menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak 

mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD 

Puskesmas. 

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan : 

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat, 

b. kinerja keuangan, dan 

Cc. manfaat bagi masyarakat. 

Bagian Kedua 

Perubahan RBA dan DPA 

Pasal 35 

Perubahan RBA dan DPA BLUD Puskesmas dilakukan apabila 

a. Terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, 

perubahan/pergeseran program, kegiatan dan jenis 

belanja 

b. Belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas 
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c. Terdapat SILPA yang akan digunakan oleh BLUD yang 

belum tercantum dalam RBA dan DPA BLUD Puskesmas. 

(2) BLUD melakukan perubahan RBA definitif dalam hal : 

a. Tidak mempengaruhi progran dan kegiatan dalam 

anggaran BLUD 

b. Belanja BLUD sampai dengan ambang batas fleksibilitas 

(3) Perubahan RBA terkait dengan perubahan belanja antar jenis 

akun BLUD dengan menggunakan ambang batas atau tidak 

menggunakan ambang batas fleksibilitas dilaporkan PPKAD 

melalui kepala dinas oleh pemimpin BLUD 

Bagian Ketiga 

Pengelolaan Kas 

Pasal 36 

(1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya 

bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, 

huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening 

kas BLUD Puskesmas pada bank yang ditetapkan pemimpin 

BLUD Puskesmas. 

(2) Rekening kas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibuka oleh pemimpin dan bendahara BLUD 

Puskesmas pada bank umum. 

Pasal 37 

(l) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas menyelenggarakan : 

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas, 

b. pemungutan pendapatan atau tagihan, 

Cc. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank, 

pembayaran, 

e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka 

pendek, dan 
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f. manfaatkan surplus kas jangka pendek untuk 

memperoleh pendapatan tambahan. 

(2) Penerimaan BLUD Puskesmas pada setiap hari disetorkan 

seluruhnya ke rekening kas BLUD Puskesmas dan dilaporkan 

kepada pejabat keuangan BLUD Puskesmas. 

Bagian Keempat 

Pengelolaan Piutang dan Utang 

Pasal 38 

(1) BLUD Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan 

dengan penyerahan barang, jasa, dan / atau transaksi yang 

berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan 

kegiatan BLUD Puskesmas. 

(2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan 

dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai 

tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(3) BLUD Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat 

piutang jatuh tempo. 

(4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) BLUD Puskesmas menyiapkan bukti 

dan administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan atas 

piutang BLUD Puskesmas. 

(S5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 

sulit ditagih dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD untuk 

tindakan lebih lanjut dengan dilampiri bukti valid dan sah. 

(6) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan 

penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, apabila sudah 

ada penilaian oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya 

ditetapkan secara berjenjang. 

(7) Penghapusan piutang BLUD Puskesmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh : 
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(8) 

(1) 

(2) 

(3) 

(X) 

(S) 

(6) 

(1) 

a. Kepala SKPD untuk jumlah sampai dengan 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah): 

b. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah), dan 

c. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah 

lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Penghapusan terhadap piutang BLUD Puskesmas yang terjadi 

sebelum penerapan PPK-BLUD, diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 39 

BLUD Puskesmas dapat melakukan utang sehubungan 

dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman 

dengan pihak lain. 

BLUD Puskesmas dapat melakukan utang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Bupati. 

Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa 

utang jangka pendek atau utang jangka panjang. 

Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan 

peminjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional 

termasuk untuk menutup defisit kas. 

Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan 

peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran 

investasi/ modal. 

Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman. 

Pasal 40 

BLUD Puskesmas dalam mengajukan permohonan 

persetujuan utang kepada Bupati sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan 
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(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai 

dengan studi kelayakan utang. 

Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan 

dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menjadi dasar perikatan utang BLUD Puskesmas. 

Pasal 41 

Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40, menjadi tanggung jawab BLUD Puskesmas. 

Pemimpin BLUD Puskesmas dapat melakukan pelampauan 

pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi 

ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA. 

Bagian Kelima 

Investasi 

Pasal 42 

BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang 

memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak 

mengganggu likuiditas keuangan BLUD Puskesmas. 

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. 

Pasal 43 

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

42 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera 

dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua 

belas) bulan atau kurang. 
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(2) 

(3) 

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka 

pendek. 

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara lain : 

a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua 

belas) bulan dan / atau yang dapat diperpanjang secara 

otomatis: 

b. pembelian Surat Utang Negara (SUN), 

Cc. pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI): 

(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud 

(1) 

(2) 

pada ayat (1) adalah : 

a. dapat segera diperjualbelikan / dicairkan, 

b. ditujukan dalam rangka manajemen kas, dan 

c. beresiko rendah. 

Pasal 44 

BLUD Puskesmas tidak dapat melakukan investasi jangka 

panjang kecuali atas persetujuan Bupati. 

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) antara lain: 

a. penyertaan modal, 

b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang, dan 

Cc. investasi langsung seperti pendirian perusahaan. 

Pasal 45 

Dalam hal BLUD Puskesmas mendirikan / membeli badan 

usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha 

tersebut ada pada Pemerintah Daerah. 
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Pasal 46 

Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), 

merupakan pendapatan BLUD Puskesmas dan dapat dipergunakan 

secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA. 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

Bagian Keenam 

Kerjasama 

Pasal 47 

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD 

Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. 

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling 

menguntungkan. 

Pasal 48 

Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 ayat (1) antara lain : 

a. kerjasama operasional, 

b. sewa menyewa, dan 

c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD 

Puskesmas. 

Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, merupakan perikatan antara BLUD Puskesmas 

dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses 

operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan 

sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 

Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

merupakan penyerahan hak penggunaan, pemakaian barang 

BLUD Puskesmas kepada pihak lain, atau sebaliknya dengan 

imbalan berupa uang sewa bulanan / tahunan untuk 

jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun secara 

berkala. 
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(4) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Unit 

Kerja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang 

menghasilkan pendapatan bagi Unit Kerja BLUD Puskesmas 

dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang 

menjadi kewajiban BLUD Puskesmas. 

Pasal 49 

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 

merupakan pendapatan BLUD Puskesmas. 

Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk 

membiayai pengeluaran sesuai RBA. 

Bagian Ketujuh 

Pengadaan Barang dan / atau Jasa 

Pasal 50 

BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas berupa pembebasan 

seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi 

pengadaan barang dan / atau jasa pemerintah. 

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

terhadap pengadaan barang dan / atau jasa yang sumber 

dananya berasal dari : 

a. jasa layanan, 

b. hibah tidak terikat: 

c. hasil kerjasama dengan pihak lain, dan 

d. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah. 

Pengadaan barang dan / atau jasa dilakukan berdasarkan 

prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil / tidak 

diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat. 

Pengadaan barang dan / atau jasa pada BLUD Puskesmas 

yang bersumber dari APBD/APBN dilaksanakan berdasarkan 
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ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan / 

atau jasa pemerintah. 

Pasal 51 

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

Pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh 

pemimpin BLUD Puskesmas dan disetujui Bupati melalui 

Kepala SKPD. 

(2) Ketentuan pengadaan barang dan / atau jasa yang 

ditetapkan oleh pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan 

barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, 

proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah 

menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung 

kelancaran pelayanan BLUD Puskesmas. 

(3) Apabila penetapan pengadaan barang dan jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) belum diterbitkan, proses pengadaan 

barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah 

Pasal 52 

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya dari hibah 

terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan 

dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau 

jasa yang berlaku bagi BLUD Puskesmas sepanjang disetujui 

pemberi hibah. 

Pasal 53 

(l) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan. 

UYL 3



  

  

(2) 

(3) 

Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh 

pemimpin BLUD Puskesmas yang ditugaskan secara khusus 

untuk melaksanakan pengadaan barang dan / atau jasa 

guna keperluan BLUD Puskesmas. 

Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, 

substansi pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan dan bidang 

lain yang diperlukan. 

Pasal 54 

Penunjukkan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilakukan dengan 

prinsip : 

a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada 

aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai 

proses dan prosedur pengadaan barang dan / atau jasa, 

tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan 

ketepatan dan tercapainya tujuan pengadaan barang dan / 

atau jasa, 

independensi, dalam hal menghindari dan menghindari dan 

mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak 

terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik 

langsung maupun tidak langsung, dan 

saling uji (cross chek) dalam hal berusaha memperoleh 

informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya 

dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan 

keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan 

pelaksana pengadaan lain. 
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Bagian Kedelapan 

Pengelolaan Barang 

Pasal 55 

(4) Barang inventaris milik BLUD Puskesmas dapat dihapus dan / 

atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan 

ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan /atau dihibahkan. 

(2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau 

dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagai aset tetap. 

(3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari 

pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pendapatan BLUD Puskesmas. 

(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus dituangkan secara memadai dalam 

laporan keuangan BLUD Puskesmas. 

Pasal 56 

(1) BLUD Puskesmas tidak boleh mengalihkan dan/atau 

menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati. 

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Unit 

Kerja BLUD Puskesmas atau dimanfaatkan oleh masyarakat 

umum. 

(3) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD Puskesmas dan 

diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD 

Puskesmas. 

(4) Pengalihan dan / atau penghapusan aset tetap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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(S) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait 

langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD Puskesmas 

harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

Pasal 57 

Tanah dan bangunan BLUD Puskesmas disertifikasikan atas 

nama Pemerintah Daerah. 

Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dapat 

dialihgunakan oleh pemimpin Unit Kerja BLUD Puskesmas 

dengan persetujuan Bupati melalui SKPD. 

Bagian Kesembilan 

Surplus dan Defisit 

Pasal 58 

Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi 

pendapatan dan realisasi belanja BLUD Puskesmas pada satu 

tahun anggaran. 

Surplus anggaran BLUD Puskesmas dapat digunakan dalam 

tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Bupati, 

disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah 

dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Puskesmas. 

Pemanfataan surplus anggaran BLUD Puskesmas dalam 

tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) yang digunakan untuk membiayai program dan 

kegiatan harus melalui mekanisme APBD. 

Pemanfataan surplus anggaran BLUD Puskesmas dalam 

tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan 

mendahului perubahan APBD. 
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(1) 

(2) 
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Pasal 59 

Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi 

pendapatan dengan realisasi biaya BLUD Puskesmas pada 

satu tahun anggaran. 

Defisit anggaran dapat diajukan usulan pembiayaannya dalam 

tahun anggaran berikutnya kepada PPKD. 

Bagian Kesepuluh 

Penyelesaian Kerugian 

Pasal 60 

Kerugian pada BLUD Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan 

melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

mengenai penyelesaian kerugian daerah. 

(1) 

(1) 

BAB VII 

PENATAUSAHAAN BLUD PUSKESMAS 

Pasal 61 

Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas paling sedikit 

memuat : 

a. pendapatan / biaya, 

b. penerimaan / pengeluaran, 

Cc. utang / piutang, 

d. persediaan, aset tetap dan inventarisasi, dan 

e. ekuitas dana. 

Pasal 62 

Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 61 didasarkan pada prinsip 

manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat. 
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(2) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, 

efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 63 

(1) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan kebijakan penatausahaan 

keuangan BLUD Puskesmas. 

(2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD. 

BAB VIII 

AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Bagian Kesatu 

Akuntansi 

Pasal 64 

(1) BLUD Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen 

keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang 

sehat. 

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD Puskesmas dicatat dalam 

dokumen pendukung yang dikelola secara tertib. 

Pasal 65 

(1) BLUD Puskesmas menyelenggarakan akuntansi dan 

laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan yang ditertibkan oleh asosiasi profesi akuntansi 

Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. 

(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan 

basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, 

aset, kewajiban dan ekuitas dana. 

(3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja BLUD Puskesmas 

dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik 
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(4) 

(1) 

(2) 

(1) 
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setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan 

atau dapat menggunakan pedoman yang telah dikeluarkan 

oleh Menteri Keuangan. 

BLUD Puskesmas mengembangkan dan menerapkan sistem 

akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi 

yang berlaku untuk BLUD Puskesmas yang bersangkutan 

dan ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 66 

Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan 

pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 65 ayat (2), Kepala SKPD menyusun kebijakan 

akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai 

jenis layanannya dengan mengacu pedoman yang telah 

dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. 

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran 

penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, 

pendapatan dan biaya. 

Bagian Kedua 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 67 

Laporan keuangan BLUD Puskesmas terdiri dari : 

a. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, 

alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang 

dikelola BLUD, yang menggambarkan perbandingan 

antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode 

pelaporan 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan 

informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih 

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya



  

  

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 
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Cc. neraca yang menggambarkan posisi keuangan 

mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 

tertentu, 

d. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah 

pendapatan dan biaya BLUD Puskesmas selama satu 

periode, 

e. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas 

berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan 

aktivitas pendanaan dan / atau pembiayaan yang 

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran 

dan saldo akhir kas selama periode tertentu, 

f. Laporan atas perubahan ekuitas menyajikan 

informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 

pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya,dan 

g. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan 

naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan 

keuangan. 

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi 

pencapaian hasil / keluaran BLUD Puskesmas. 

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 68 

Setiap triwulan Unit Kerja BLUD Puskesmas menyusun 

dan menyampaikan laporan realisasi anggaran, laporan 

operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui 

Kepala SKPD paling lambat tanggal S5 (lima) pada 

bulan berikutnya. 

Setiap semester dan setiap tahun BLUD Puskesmas wajib 

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap 
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sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (1) disertai laporan 

kinerja kepada PPKD melalui Kepala SKPD, untuk 

dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah 

Daerah, paling lambat 2 (dua) minggu setelah periode 

pelaporan berakhir. 

Pasal 69 

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 68 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan 

berdasarkan standar akuntansi pemerintah. 

BAB IX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLUD PUSKESMAS 

Pasal 70 

(1) Pembinaan teknis BLUD Puskesmas dilakukan oleh Kepala 

SKPD. 

(2) Pembinaan keuangan BLUD Puskesmas dilakukan oleh PPKD. 

Pasal 71 

(1) Pengawasan operasional BLUD Puskesmas dilakukan oleh 

pengawas internal BLUD Puskesmas. 

(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan 

langsung dibawah pemimpin BLUD Puskesmas. 

Pasal 72 

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 

ayat (2) dapat dibentuk dengan mempertimbangkan : 

a. keseimbangan antara manfaat dan beban, 

b. kompleksitas manajemen, dan 

Cc. volume dan / atau jangkauan pelayanan. 
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BAB Xx 

DEWAN PENGAWAS 

Pasal 73 

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan 

BLUD Puskesmas dengan menerapkan PPK-BLUD, pada 

BLUD Puskesmas dapat dibentuk Dewan Pengawas. 

(2) Syarat minimal realisasi omset tahunan dan/atau nilai 

asset menurut rencana, jumlah anggota Dewan Pengawas, 

keanggotaan, persyaratan dan kriteria keanggotaan, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku. 

(3) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usulan 

pemimpin BLUD Puskesmas melalui Kepala SKPD. 

(4) BLUD Puskesmas dapat membentuk Dewan Pengawas dengan 

jumlah anggota paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang 

(S5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) 

orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila BLUD 

Puskesmas memiliki: 

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi 

anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar 

Rp30.000.000.000,00 (tiga — puluh miliar rupiah) 

sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah), atau 

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir 

sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar 

rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus 

miliar rupiah). 

(6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) 

orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila BLUD 

Puskesmas memiliki: 

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi 

anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau 

bp 2



  

(7) 

(8) 

(1) 

(2) 
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b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih 

besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar 

rupiah). 

Dalam hal tidak ada BLUD Puskesmas yang memenuhi 

kriteria pembentukan dewan pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), maka Dinas Kesehatan 

dapat membentuk 1 Dewan Pengawas untuk seluruh 

puskesmas BLUD. 

Jumlah anggota dewan pengawas yang dibentuk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7), ditetapkan berdasarkan akumulasi 

realisasi pendapatan atau nilai aset seluruh puskesmas yang 

telah menerapkan PPK-BLUD dengan jumlah anggota sesuai 

ketetapan pada ayat (S5) dan ayat (6). 

Pasal 74 

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap 

pengelolaan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat 

pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Dewan Pengawas berkewajiban : 

a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati 

mengenai Renstra Bisnis BLUD Puskesmas dan RBA 

yang diusulkan oleh pejabat pengelola, 

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas, 

dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati 

mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi 

pengelolaan BLUD Puskesmas, 

c. melaporkan kepada Bupati apabila terdapat gejala 

menurunnya kinerja BLUD Puskesmas, 

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam 

melaksanakan pengelolaan BLUD Puskesmas, 

LN 4



(3) 

(1) 

(2) 

(3) 
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e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas 

laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD Puskesmas 

kepada pejabat pengelola, 

f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan 

maupun non keuangan, serta memberikan saran dan 

catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejaba 

pengelola BLUD Puskesmas, dan 

g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian 

kinerja. 

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 

6 (enam) bulan dan sewaktu- waktu apabila diperlukan. 

Pasal 75 

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 

(lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali 

masa jabatan berikutnya. 

Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum 

waktunya oleh Bupati. 

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya 

apabila: 

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, 

tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan, 

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Pemerintah 

Daerah dan BLUD Puskesmas: 

d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap, 

e. mengundurkan diri, dan 

terlibat dalam tindakan kecurangan yang 

mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau 

daerah. 

UNI



(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

d7 

Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan 

sebelum waktunya, dapat dilakukan penggantian anggota 

Dewan Pengawas. 

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan 

selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang 

diganti. 

Pasal 76 

Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur : 

a. pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD, 

b. pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan 

keuangan daerah, dan 

Cc. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. 

Persyaratan menjadi anggota Dewan Pengawas, yaitu : 

a. sehat jasmani dan rohani, 

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, 

pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang 

tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD, 

Cc. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi 

BLUD, 

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 

tugasnya, 

f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu), 

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap 

unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan 

ayat (2), 

h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan 

Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan 

pailit, 

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan 
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j- tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon 

kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau 

calon anggota legislatif. 

Pasal 77 

(l) Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas 

Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD Puskesmas. 

(2) Untuk Dewan Pengawas yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan, 

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas 

Dewan Pengawas dibebankan pada Dinas Kesehatan. 

BAB XI 

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA BLUD PUSKESMAS 

Pasal 78 

(1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD Puskesmas dilakukan 

setiap tahun oleh Bupati dan Dewan Pengawas terhadap 

aspek keuangan dan aspek non keuangan. 

(3) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD Puskesmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat 

pencapaian hasil pengelolaan BLUD Puskesmas sebagaimana 

ditetapkan dalam Rensta BLUD Puskesmas dan RBA. 

Pasal 79 

Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD Puskesmas sebagiamana 

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dapat diukur berdasarkan 

tingkat kemampuan BLUD Puskesmas dalam : 

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan 

yang diberikan (rentabilitas), 

b. memperoleh kewajiban jangka pendeknya (likuiditas), 

c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas), dan 

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai 

pengeluaran.



4) 

Pasal 80 

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dapat diukur berdasarkan 

perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran 

dan pertumbuhan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh 

Menteri Kesehatan. 

BAB XII 

PEGAWAI 

Pasal 81 

(1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas diutamakan berasal dari 

PNS dan dapat berasal dari non PNS. 

(2) Pegawai BLUD Puskesmas dapat berasal dari PNS dan non 

PNS. 

(3) Ketetapan Pengangkatan dan pemberhentian pegawai 

BLUD Puskesmas non PNS ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

(4) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas dan pegawai BLUD 

Puskesmas yang berasal dari non PNS bekerja untuk jangka 

waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja. 

(S5) Kontrak pejabat pengelola dan pegawai non PNS dapat 

diperbaharui atas pertimbangan kinerja dan kebutuhan BLUD 

Puskesmas. 

(6) Pemimpin BLUD Puskesmas menyampaikan laporan 

pembaharuan kontrak dengan persetujuan Kepala SKPD 

dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah.



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 
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BAB XIII 

REMUNERASI 

Pasal 82 

Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewar 

pengawas, dan pegawai BLUD Puskesmas dapat diberikan 

remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, 

honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan /atau 

pensiun. 

Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan 

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat(l) diberikan 

dalam bentuk honorarium. 

Remunerasi BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati 

berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD 

Puskesmas melalui Kepala SKPD. 

Pasal 83 

Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 

40 (empat puluh perseratus) dari gaji pemimpin BLUD 

Puskesmas. 

Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 

36Ys (tiga puluh enam perseratus) dari gaji pemimpin BLUD 

Puskesmas. 

Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 

sebesar 156 (lima belas perseratus) dari gaji pemimpin BLUD 

Puskesmas. 

Pasal 84 

Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD 

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 

(1) dapat dihitung berdasarkan indikator Penilaian : 

a. pengalaman dan masa kerja (basic index), 

A73



b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency 

index), 

c. resiko kerja (risk index), 

d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index: 

e. jabatan yang disandang (position index): dan 

f. hasil/capaian kerja (perfomance index). 

(2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas 

yang berstatus PNS, gaji dan tunjangan mengikuti 

peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan 

PNS. 

BAB XIV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 85 

Ketentuan mengenai contoh format yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan teknis pengelolaan keuangan BLUD pada 

Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 86 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, 

sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut 

oleh pemimpin BLUD Puskesmas. 

 



Pasal 87 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 22 Jaan 291g 

BUPATINGORONTALO,     

     

  

ba NELSON 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 22 Jawa 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 3



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 3. TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN GORONTALO 

  

FORMAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

A. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 

1. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO 

Dramma nanas (1) 
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 

  

  

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ...... (2) 

Uraian Jumlah (Rp) 

1...(3) 2 ...(4) 3...(5) 

PENDAPATAN 

Jasa Layanan 

Bk: was 

b. 

Si 
dst 

Hibah 

di ta, 
b. :.: 

Ci 

dst 

Hasil Kerja Sama 

AL... 

b.... 

Es im 

dst 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Di isa 

bi... 

Wis saia 

dst             
 



  

  

  

          

  

No Uraian Jumlah (Rp) 

43) 2.14) 3...5) 

Lain-lain Pendapatan Badan Layanan 

Umum Daerah yang sah 

Eko ta 

bs 

e, 

dst 

Jumlah 

Leni aktata hoki ea merana kan J0 ame 
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah 

(ttd) 

(nama lengkap) 

.ooooocococeocerusesusasaasananasaan 

NA 

 



, Y
a
 

' 

2. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO 

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ...... (2) 

  

Sumber Dana 
  

  
  

  

Pendapatan APBD 
NO Uraian Jumlah 

Badan Layanan Umum Daerah 

.. (3) 2... (4) 3 .. (S) 4.6) 

BELANJA 

BELANJA 

OPERASI 

Belanja Pegawai 

Bi sae 

b..... 

C: 

dst 

Belanja Barang 

dan Jasa 
a. 

b. 

C- 

dst 

Belanja Bunga 

Es aa 

Ds isu 

C5 taa 

dst 

Belanja lain-lain 

Ba sia       
  

  
  

Lhgn



  

    

BELANJA 

BELANJA 

OPERASI 

Belanja Pegawai 

Oi. 

b. 

& 

dst 

Belanja Barang 

dan Jasa 

a. 

b. 

Cc. 

dst 

Belanja Bunga 

a. 

b. 

&: 

dst 

Belanja lain-lain 

Ab: is 

            
  

 



  

  

Sumber Dana 
  

Pendapatan APBD 
NO Uraian Jumlah 

Badan Layanan Umum Daerah 
  

L ta) 2. 3.. (5) 4.. (6) 
  

  

dst 

BELANJA 

MODAL 

Belanja Tanah 

Bk ss 

Da: a10 

.. dst 

Belanja 

Peralatan dan 

Mesin 

a.. 

BE ama 

Ga tata 

dst 

Belanja Gedung 

dan Bangunan 

a. 

b. 

2: 

dst 

Belanja Jalan, 

Irigasi dan 

Jaringan 

a. 

b. 

TA               
    

  ga 

 



  
Sumber Dana 

  

Pendapatan APBD 

  

  

NO Uraian Jumlah 

Badan Layanan Umum Daerah 

1.3 2.) 3..(S) 4.. (6) 

dst 

Belanja Aset 

Tetap Lainnya 

a.. 

b. : 

€: 

dst 

Belanja Aset 

Lainnya 

Oi ama 

Bs 358 

Be. na 

dst 
    Jumlah                 
  

  
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah 

(ttd) 
(nama lengkap) 

re 1 Ap K3 
 



3. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO 

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 

  

No Uraian Jumlah 

  1..(3) 2.49) 3.. (5) 
  

PEMBIAYAAN 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

  

Jumlah 

  

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

Investasi 

..ocococorocoarunuuananunuana 

        
  

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) 

(nama lengkap) 

 



Petunjuk Pengisian Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan 

Umum Daerah (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan): 

Format Pendapatan: 

(1) 
(2) 
(3) 

(4) 

(S) 

Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah, 

Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan, 

Pengisian kolom satu, 

Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, 

Pengisian kolom dua, sebagai berikut: 

Kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama, 

b. Untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis 

pendapatan berkenaan. Jenis-jenis pendapatan yang termasuk 

kelompok pendapatan seperti jasa layanan, 

Untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan 

selanjutnya diuraikan obyek pendapatan berkenaan. Demikian 

halnya dengan penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan 

yang lain. 

Pengisian kolom tiga, 

a. Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan 

jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan 

yang dicantumkan dalam kolom uraian, 

Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah 

hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan 

berkenaan, 

Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumlah 

hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pendapatan 

berkenaan. 

(6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun. 

Format Belanja Berdasarkan Sumber Dana: 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/ badan 

daerah: 

Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan, 

Pengisian kolom satu 

Kolom I, diisi dengan nomor urut belanja, 

Pengisian kolom dua, sebagai berikut: 

UNY 
 



  

  

(S) 

(6) 

Gj 
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uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan 

belanja yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan 

lebih lanjut belanja kedalam kelompok belanja, yang pertama kali 

dicantumkan adalah belanja operasi, kemudian diikuti dengan 

masing-masing jenis belanja operasi, rincian obyek belanja operasi. 

Setelah menguraikan belanja operasi, langkah selanjutnya adalah 

menguraikan belanja modal mulai dari jenis belanja modal, 

dengan masing-masing obyek belanja modal dan rincian obyek 

belanja modal, 

Pengisian kolom tiga sebagai berikut: 

Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, objek 

dan rincian objek, dari setiap obyek belanja dibuat berdasarkan 

sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber 

pendanaan obyek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan, 

Hibah, Hasil kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan 

APBD, 

Pengisian kolom empat, sebagai berikut: 

a. Pengisian jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan 

jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek 

dan rincian objek yang dicantumkan dalam kolom uraian, 

b. Jumlah menurut kelompok belanja diisi dengan jumlah 

hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja berkenaan, 

c. Jumlah menurut jenis belanja diisi dengan jumlah hasil 

penjumlahan dari seluruh jumlah obyek belanja berkenaan. 

Diisi tanggal, bulan, dan tahun. 

Format Pembiayaan 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(S) 

Diisi nama provinsi/ kabupaten/kota, 

Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/ badan 

daerah: 

Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan, 

Pengisian kolom satu 

Kolom I, diisi dengan nomor urut pembiayaan, 

Pengisian kolom dua, sebagai berikut: 

a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan 

lebih lanjut penerimaan pembiayaan yaitu uraian 

penerimaan pembiayaan, 

bhi



2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan 
yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan 

berkenaan, seperti penggunaan sisa lebih perhitungan 

anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi, 

penerimaan utang/pinjaman merupakan jenis penerimaan 

pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan 

pembiayaan, 

3) Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan 

yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek penerimaan 

pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan 

pembiayaan berkenaan. 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan 

lebih lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian 

pengeluaran pembiayaan, 

2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaar 

yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan 

berkenaan, seperti investasi dan pembayaran pokok 

utang/ pinjaman, 

3) Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan 

yang dicantumkan selanjutnya — diuraikan obyek 

pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis 

pengeluaran pembiayaan berkenaan. 

(6) Pengisian kolom tiga, sebagai berikut: 

(7) 

a. Pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai 

dengan jumlah yang direncanakan menurut jenis, rincian dan 

objek yang dicantumkan dalam kolom uraian, 

b. Jumlah menurut jenis pembiayaan diisi dengan jumlah 

hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pembiayaan 

berkenaan. 

Diisi tanggal, bulan, dan tahun. 
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4. RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, 

BELANJA DAN PEMBIAYAAN 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO 

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 

  

  

    

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ....... (2) 

No Uraian Jumlah (Rp) 

20xx 

1 ...(3) 2.4) 3.0) 

PENDAPATAN 0 
Jasa Layanan 

Hibah 

Hasil Kerja Sama 

APBD 

  

Jumlah 

    

BELANJA 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Bunga 

Belanja Lain-lain 

BELANJA MODAL 

Belanja Tanah 

Belanja Peralatan dan Mesin 

Belanja Gedung dan Bangunan 

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Belanja Aset Tetap Lainnya 

Belanja Aset Lainnya 

  

Jumlah 

      Surplus/ (Defisit)     
 



  

  

No Uraian 

Jumlah (Rp) 

20xx 
  1...(3) 2...4) 3 ....(5) 
  

PEMBIAYAAN 

PENERIMAAN DAERAH 

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

(SILPA) 

Divestasi 

Penerimaan Utang/ Pinjaman 

  

Jumlah 

  

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

Investasi 

Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman 

  

Jumlah 

  

  

Pembiayaan Netto 
      Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan (SiLPA)     
  

  

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah 

ttd) 

(nama lengkap) 

NIP: sasnscaansnssa .o.orocacococx 

eka



  

  

Petunjuk Pengisian Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD 

(Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan): 

(1) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah: 

(2) Diisi Tahun Anggaran, 

(3) Pengisian kolom satu 

Kolom I, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan, 

(4) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/ belanja/ pembiayaan. 

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan 

selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan diterima oleh 

BLUD, 

b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya 

uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan 

belanja modal, 

Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja, 

dan 

Dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-jenis belanja. 

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian 

pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke 

dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, 

Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis 

penerimaan pembiayan, dan 

Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis 

pengeluaran pembiayan. 

(5) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan ' 

pembiayaan untuk tahun yang direncanakan, 

(6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun. 

NA



  

  

5. RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PENDAPATAN, BELANJA 
DAN PEMBIAYAAN 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO 

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 

  

  

  

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ...... (2) 

Jumlah (Rp) 

No Uraian 

20xx 

1 (3) D' 3i....t3) 

PENDAPATAN 

Jasa Layanan 

Aa... 

Eks as 

Bb so 

dst. 

Hibah 

Aa... 

Bis ane 

BE 

dst. 

Hasil Kerja Sama 

    
  

216 

 



  

  

    

PENDAPATAN 

Jasa Layanan 

a.. 

b. 

Ca same 

dst. 

Hibah 

a. 

bb... 

(ih wa 

dst. 

Hasil Kerja Sama 

AL. 

b.... 

Bh: ian 

dst. 

APBD 

dst.   
  

  Lha 
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No Uraian 

Jumlah (Rp) 

  

  

A3) 

  

2.4) 

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 

Aa... 

tu sewa 

C. 

dst. 

BELANJA 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

a. 

b. 

Cha 

dst 

Belanja Barang dan Jasa 

a. 

b. 

€. 

dst 

Belanja Bunga 

B5: isa 

b. 

. 

dst 

Belanja lain-lain 

A... 

pi ea 

Bawa 

dst   

3.45) 

  

Nie 

 



  

No Uraian 

Jumlah (Rp) 

2D0xx 
  3) 2.4 

BELANJA MODAL 

Belanja Tanah 

a. 

b. 

C: 

dst 

Belanja Peralatan dan Mesin 

Ph oa 

b. 

c. 

dst 

Belanja Gedung dan Bangunan 

ain aa 

b. 

C: as 

dst 

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Ab 

b:: : 

& 

dst 

Belanja Aset Tetap Lainnya 

a. 

b. 

&: 

dst 

Belanja Aset Lainnya 

Sbs ane 

Ps, 22 

Ca... 

dst 

3 ...(5) 

  

Jumlah 
      Surplus/ (Defisit)       

 



  

No Uraian 

Jumlah (Rp) 

20xx 
  1.3) 2 ...4) 3 ....(5) 
  

PEMBIAYAAN 

PENERIMAAN DAERAH 

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

(SiLPA) 

Divestasi 

  

Jumlah 

  

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

Investasi 
  

Jumlah 

  

  

Pembiayaan Netto 
  

      Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan /SiLPAI   
  

  

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah 

ttd) 

(nama lengkap) 

 



Petunjuk Pengisian Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD : 
(Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan): 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/ badan 

daerah, 

Diisi Tahun Anggaran, 

Pengisian kolom satu 

Kolom I, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, 

pembiayaan, 

Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/ belanja / pembiayaan. 

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan 

selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis, objek, 

dan rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD, 

Beianja diawali dengan pencantuman uraian belanja 

selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja 

Operasi dan belanja modal, 

Dalam kelompok belanja operasi diuraikan kelompok, 

jenis, objek, dan rincian objek belanja, 

Dalam kelompok belanja modal diuraikan kelompok, jenis, 

objek, dan rincian objek belanja. 

. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian 

pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke 

dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, 

Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis- 

jenis penerimaan pembiayan, 

Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke 

jenis- jenis pengeluaran pembiayan. 

Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja 

dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan, 

Diisi tanggal, bulan, dan tahun. 

LNG



  

B. FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN 
PEMBIAYAAN 

1. FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENDAPATAN 

  

  

  
  

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

RKA - SKPD 
Kabupaten Gorontalo 

Tahun Anggaran waccceooo.cm. (1) 

Urusan Femtontahan 1 KOK, seen ee Kanan (2) 

Organisasi 1 Tana (3) 

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
  

  

  

  

  

  

  

  

                  
    
  

Kode Rincian Penghitungan Jumlah 

Uraian Volume | Satuan | Tarif/ 
Rekening Harga (Rp) 

Ll... (4) 2... (5) 3... (6) 14... 7) 1 5... (8) 16-(3x5)...(9) 

Xx Pendapatan 

x|x PAD 

xix|x Lain-lain PAD yang 

sah 

x|ixlxix Pendapatan BLUD 

xIxIxXI x | x | Pendapatan BLUD .... 

se lor 4 3GP 36 || oorovsewas 

Jumlah 

meseangaan akan 10) 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Dae” 

(ttd) 

(nama lengkap) 

NIP, seoskewsnanewasa maan 
  

Keterangan: ................ (12) 
  

Tanggal Pembahasan: 
  

Catatan Hasil Pembahasan: 

  

:. 
2.  



  

  Tim Anggaran Pemerintah Daerah: ..........J........ (13) 
  

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 
  

    

    dst.           
  

  

Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Pendapatan: 

(1) 
(2) 

(3) 

(9 

(5) 

(6) 

(7) 

si 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan, 

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan dan nama urusan, 

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama 

SKPD, 

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, 

kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, 

Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, 

jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan, 

Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek 

pendapatan, 

Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian 

obyek yang direncanakan, 

Kolom 5 (tarif/ harga) diisi dengan besaran satuan pendapatan, 

Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang 

direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian obyek 

pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian obyek yang 

dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5, 

Diisi tanggal, bulan, dan tahun, 

Formulir RKA-Pendapatan ditandatangani oleh Kepala SKPD 

dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan, 

Keterangan diisi dengan tanggal pembahas formulir RKA- 

Pendapatan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat 

catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah 

untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam 

baris catatan hasil pembahasan, 

Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah 

menandatangan formulir RKA-Pendapatan yang telah dibahas yang 

dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan. 

-—..



' 4
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Apabila Formulir RKA-Pendapatan lebih dari satu halaman maka 
tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama 
Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil 
pembahasan, nama, NIP, jabatan, dan tandatangan Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir. 
Selanjutnya setiap lembar Formulir RKA-Pendapatan yang telah dibahas 
diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah daerah. 

LN



  

2. FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA 

  RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

  RKA - SKPD 
Kabupaten Gorontalo 

Tahun Anggaran .........ii..... (1)   
  

Urusan Pemerintahan : x.xx. 

Organisasi 2 PEN 

Program 1 KKKEK.KK 

Kegiatan 3 PA ea (5) 

Lokasi Kegiatan .......... (6) 

  

Jumlah Tahun n-1 Rp... Baen aananasd ) -a0 (7) 
  

Jamlah Tahan hi. Rpm foowiasaa )... (8) 
  

Jurgtah. Taha 01 Rpi..oocooomoooos Genoa ier me anasaa ama Jas (3) 
  

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Lansung .. (10) 
  

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja 
  

Capaian Program 
  

Masukan 

  

Keluaran 

Hasil 
      
  

Kelompok Sasaran Kekiatah: sasa (11) 
  

Rincian Anggaran Belanja Langsung 

Program, Kegiatan dan Jenis Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

  

  

  

Kode Jumlah 

Uraian 

Rekening (R»l 

Li K2) Di KLS) 3..(14) 

x xl & (xx Belanja Pegawai . 
  

Tt laa x xx | Belanja Pegawai BLUD 
  

xIixixi| x Belanja Barang dan Jasa 
    8

8
 & 

xx | Belanja Barang dan Jasa BLUD               
  

 



  

  

            
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

xialati 2 |sox Belanja Modal 

XIix|x| x Ixx | xx | Belanja Modal BLUD 

an Jumlah 

PAMERAN RAR Ik pe oowan serasa LO art DI) 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah .... (16) 

(ttd) 

(nama lengkap) 

KORE Ma Rena ena nRRaNERSNAN ea 

Keterangan sasa (17) 

Tanggal Pembahasan: 

Catatan Hasil Pembahasan: 

k — 

2. 

dst. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: ............Jiiii.. (18) 

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 

1 

2 

dst.         
  

  

Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Belanja: 

1, Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan, 

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang 

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, 

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama 

SKPD, 

Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan 

nama program dari kegiatan yang berkenaan, 

Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan 

nama kegiatan yang akan dilaksanakan,



  

  

6. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat 
dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat 
dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan: 

7. Baris kolom Jumlah Tahun n-l diisi dengan jumlah perkiraan 

belanja kegiatan berkenaan untuk 1 (satu) tahun sebelumnya: 

8. Baris kolom Jumlah Tahun n diisi dengan jumlah perkiraan 

belanja kegiatan berkenaan pada tahun yang direncanakan, 

9. Baris kolom Jumlah Tahun ntl diisi dengan jumlah perkiraan 

belanja kegiatan berkenaan untuk tahun berikutnya, 

10. Indikator dan tolak ukur serta target kinerja program dan kegiatan, 

11. Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap 

karakteristik kelompok sasaran, 

12. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun jenis 

belanja langsung, 

13. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun jenis 

belanja Langsung, 

14. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis belanja: 

15. Diisi tanggal, bulan, dan tahun, 

16. Formulir RKA-Belanja ditandatangani oleh Kepala SKPD dngan 

mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan, 

17. Keterangan diisi dengan tanggal pembahas formulir RKA-Belanja 

oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari 

hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk 

mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam 

: baris catatan hasil pembahasan, dan 

18. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangan 

: formulir RKA-Belanja yang telah dibahas yang dilengkapi dengan 

.. nama, NIP dan jabatan. 

Apabila Formulir RKA-Belanja lebih dari satu halaman maka tanggal, 

bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala 

SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahsan, 

nama, NIP, jabatan, dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

ditempatkan pada halaman terakhir. 
Selanjutnya setiap lembar Formulir RKA-Belanja yang telah dibahas 

diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah daerah. 

ak £ mg



3. FORMAT RENCANA KERJA ANGGARAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

  

  

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

RAK - SKPD 
Kabupaten Gorontalo 

Tahum Ancoaran (1 
Urusan Perheratanan Io KI Bun (2) 

Organisasi 3 MERK AA eaaNBENN NARG NEN AA TT SEAT (3) 

Rincian Penerimaan Pembiayaan 

Kode Jumlah 

Uraian 

Rekening (Rn»l 

l... (4) Dt) 3-5. (0) 

Xx jl see ee 

Sg La ae | s0e | ae 

sx |Ixsixixxlox 

x | larl ae | or 

x xxl aa 

Jumlah Penerimaan ... (7) 

en sun anakan  Waksan angsa dsn (9) Kepada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah .... (9) 

(ttd) 

(nama lengkap) 

NP penuaan 

Keterangan: woo... (10) 
  

Tanggal Pembahasan: 

Catata Hasil Pembahasan: 

L. 

2. 

Dst 

  

  

  

    
 



  

  

  

  

  

  

  

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: ..........ooooooo..m (11) 

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 

1 

2 

dst           
  

Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Penerimaan Pembiayaan 

Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya 

pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah. 

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan, 

2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan 

dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, 

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama 

satuan kerja perangkat daerah, 

4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening 

akun / kelompok /jenis/ obyek/rincian obyek penerimaan 

pembiayaan, 

5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek dan 

rincian obyek penerimaan pembiayaan, 

6. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan 

berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek 

penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan 

pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek penerimaan merupakan 

penjumlahan dari seluruh rincian obyek penerimaan pembiayaan 

bersangkutan, 

7. Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis 

penerimaan pembiayaan, 

Diisi tanggal, bulan, dan tahun, 

Formulir RKA-Penerimaan Pembiayaan ditandatangani oleh Kepala 

SKPKD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang 

bersangkutan, 

10. Keterangan diisi dengan tanggal pembahas formulir RKA-Penerimaan 

Pembiayaan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat 

catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah 

untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam 

baris catatan hasil pembahasan, 

13
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11. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangan 

formulir RKA-Penerimaan Pembiayaan yang telah dibahas yang 

dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan. 

Apabila Formulir RKA-Penerimaan Pembiayaan lebih dari satu halaman 

maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan 

nama Kepala SKPKD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil 

pembahsan, nama, NIP, jabatan, dan tandatangan Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir. 

Selanjutnya setiap lembar Formulir RKA-Penerimaan Pembiayaan yang 

telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah 

daerah.
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4. FORMAT RENCANA KERJA ANGGARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

  

  

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

RAK - SKPD 
Kabupaten Gorontalo 

Tahun Anggaran Lewsisownecadasannn (1) 

Urusan Pemetntahan, » KOOL seoeemunamnaa aaaa (2 

Organisasi 1 MA Gea RSU BIn (3) 

Rincian Pengeluaran Pembiayaan 

Kode Jumlah 

Uraian 
Rekening (Rn) 

1... (4) Di s2 (D) 3. (0) 

x Dar se Res ea 

x at oa 00 | yak 

x Ixixi ella 

sx Ixlxil axlxe 

x Jar o| soe | xx 

Jumlah Pengeluaran ... (7) 

SERA RENAsann 1 sukar 2s (0) Kepala 

Satuan Kerja Perangkat Daerah .... (9) 

(ttd) 

(nama lengkap) 

NEP. soemo 

Keterangan: ............ (10) 
  

Tanggal Pembahasan: 
  

Catata Hasil Pembahasan: 

Wis 

2. 

Dst 
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah: ............ooooooooo (11) 

No |: Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 
: Manna 

2 

dst           
  

Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Pengeluaran Pembiayaan. 

Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya 

pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah. 

1 Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan, 

2 Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan 

dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, 

3 Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama 

satuan kerja perangkat daerah, 

4 Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening 

akun/jenis/obyek/rincian obyek pengeluaran pembiayaan, 

5 Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, jenis, obyek dan rincian 

obyek pengeluaran pembiayaan, 

6 Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis pengeluaran pembiayaan 

berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek 

pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran 

pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek pengeluaran merupakan 

penjumlahan dari seluruh rincian obyek pengeluaran pembiayaan 

bersangkutan: 

7 Jumlah pengeluaran merupakan hasil dari penjumlahan seluruh 

jenis pengeluaran pembiayaan: 

8 Diisi tanggal, bulan, dan tahun, 

9 Formulir RKA-Pengeluaran Pembiayaan ditandatangani oleh Kepala 

SKPKD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang 

bersangkutan, 

10 Keterangan diisi dengan tanggal pembahas formulir RKA-Pengeluaran 

Pembiayaan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat 

catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah 

untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam 

baris catatan hasil pembahasan, 

11 Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangan 

formulir RKA-Pengeluaran Pembiayaan yang telah dibahas yang 

dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan. 

Aa



    

    

Apabila Formulir RKA-Pengeluaran Pembiayaan lebih dari satu halaman



C. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA 
DAN PEMBIAYAAN 
1. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

  

  

            
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                  
    

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD (1) Formulir 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH XXX xx T Oo TooT 4 

DPA-SKPD 

Kabupaten Goronyalo 

Patrun ANGGArAN ss (2) 

Urusan Pemerintahan, $ KOK wa (3) 

Organisasi | TERKGKK meeanaonanas samaan (4) 

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah 

Volume | Satuan | Tarif/ 

Harga 

1.. (5) 2.60)  I3.mla.gI5.o | 6-3x5.. (10) 

xx Pendapatan 

xx | xx PAD 

xx Ixx | xx Lain-lain PAD 

yang sah 

xx loo Joo | xx Pendapatan BLUD 

xx (xx |xx | xx | xx | Pendapatan BLUD 

xx | ja Tee Tax 

xx xx loo Dae | xx 

xx No Nor | 0g Dex 0 

Jumlah   
 



ta
 

Ya
 

' 

  

  
Triwulan II INI ee semeneamannawan 

Rencana Pendapatan Per Triwulan 

Triwulan I Bp (12) Mengesahkan 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Triwulan III RO aan 

  

  

Triwulan IV (ttd) 

Petunjuk Pengisian Formulir DPA-Pendapatan: 

1. Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan, nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi 

dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta 

nomor kode anggaran pendapatan diisi dengan kode 1, 

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan, 

3 Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang 

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, 

4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD: 

5. kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, 

jenis, obyek, rincian obyek pendapatan SKPD, 

6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, obyek 

dan rincian obyek pendapatan, 

7. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian 

obyek pendapatan yang bersumber dari Pendapatan BLUD, 

8. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian 

obyek yang direncanakan: 

9. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif/harga/nilai satuan lainya 

dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, prosentase bagian 

laba, atau harga atas penjualan barang/jasa yang tidak dipisahkan, 

10. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang 

direncanakan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek 

pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian obyek yang 

dianggarkan merupakan hasil perkallian kolom 3 dengan kolom 5, 

11. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir 

DPA- Pendapatan, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan 

kerja pengelola keuangan daerah, 

EA
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12. Rencana pendapatan setiap triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan , 
13. Formulir DPA-Pendapatan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai. 

Formulir DPA-Pendapatan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Apabila formulir DPA-Pendapatan lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman. 

LA



2. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA 

  

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD (1) Formulir 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   X.XX | XX (XX | XX IS IX               
  

  

  

  

  

      
  

  

    

  

  

  

  

DPA-SKPD 
Kabupaten Gorontalo 

Tatan ANGGOTA sea. (2) 

Urusan Pemerintahan. 1 KOGE nneweswaomaesmowigann sena asame (3) 

Organisasi G BEE SREmOneaA ta HERAN IAIN KEL RNSE SNN AAA (4) 

Program | EMEMKKKN eenoaa naan (S) 

Kegiatan | KN EKUEKA erna en n sonina seken aman (6) 

Waktu Pelaksanaan oo engan (7) 

Lokasi Kegatan oo aan (8) 

Sumber Dana 5 seeserensergersareenausseeamneseemen (9) 

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung ........J.J. (10) 

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja 

Capaian Program 

Masukan 

Keluaran 

Hasil 

Kelompok Sasaran Kesiata $ uteeemyaauSNGENyasia (11) 

Rincian Anggaran Belanja Langsung 

ragram Kegiatan dan.lenis Belania SKPD 
Jumlah 

Kode Rekening Uraian 
(Rn 

1 (12) 2 (13) 3.. (14) 

xx | xx | xx |xx (xx | Belanja Pegawai 

xx (xx |xx | xx | xx | Belanja Barang dan Jasa 

xx |xx | xx DI xx Ixx | Belanja Modal           
    Jumlah 
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Rencana Pendapatan Per Triwulan 

Triwulan I Rena Ig o——— minookawawwsogann ha sa Ana (15) 

Triwulan II RPh nanas (16) Mengesahkan 

Triwulan III PPn (16) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ... (17) 

Triwulan IV RpPhseesesesenneasssan (16) (ttd) 

(nama lengkap) 
  

Petunjuk Pengisian Formulir DPA-Belanja: 

1. Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, 

nomor kode organisasi, nomor kode program diisi dengan kode 

program dan nomor kode kegiatan diisi dengan nomor kode anggaran 

belanja diisi dengan kode 5 serta nomor kode kelompok belanja 

langsung diisi dengan kode 2, 

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan, 

3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan 

dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, 

4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama 

SKPD: 

5. Batis kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama 

program dari kegiatan yang berkenaan, 

6. Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama 

kegiatan yang akan dilaksanakan, 
7. Baris kolom waktu pelaksanaan diisi dengan tanggal, bulan dan 

tahun kegiatan yang akan dilaksakan, 

8. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat 

dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat 

dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan, 

9. Baris kolom sumber dana diisi dengan jenis sumber dana yang telah 

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

10. Indikator dan tolak ukur serta target kinerja program dan kegiatan, 

11. Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap 

karakteristik kelompok sasaran, 

12. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun jenis 

belanja langsung, 

13. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun jenis belanja 

Langsung, 

In He Pu ad Han 
y |



  

14. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis belanja, 

15. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir 

RKA-belanja, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan 

kerja pengelola keuangan daerah, 

16. Rencana pendapatan setiap triwulan selama tahun anggaran yang 

direncanakan, 

17. Formulir DPA- belanja ditandatangani oleh Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor 

induk pegawai. 

Formulir DPA- belanja dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 

Apabila formulir DPA- belanja lebih dari satu halaman setiap halaman 

diberi nomor urut halaman.



3. FORMAT DOKUMEN  PELAKSANAAN ANGGARAN  PENERIMAAN 

PEMBIAYAAN 

  

    

            
  

  

  

  

  

  

  

  

            
    
  

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD ....(1) Formulir 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH "xxx| xx Too TooTeTi 

| DPA-SKPD 
Kabupaten Gorontalo 

Tahun Anggaran .......oioo. (2) 

Urusan Pemerintahan EM sewa (3) 

Organisasi 2 EMONG seat a AN KENN KAA (4) 

Rincian Penerimaan Pembiayaan 

Jumlah 

Kode Rekening Uraian 
(Rn) 

1 s3) 2 ...(6) G7) 

xx loo | one Iso Jang 

xx loo lace look lang 

as Joo Taer 0g |. so 

XX |xx |xx | xxl xx 

x ja jaot | xe | ae 

xx jaoe jang Doel ek 

Jumlah Penerimaan ...(8) 

Rencana Pendapatan Per Triwulan 

Ni paannmmmannn P anaaaaananaananaaaaaaan 20 Kemana (10) 

Triwulan I Penataran (9) Mengesahkan 

Triwulan II Bepe (9) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ...(11) 

Triwulan III BR Pi.oonveseonnnnenerean (9) 

Triwulan IV (ttd) 

  

  
 



Petunjuk Pengisian Formulir DPA-Penerimaan Pembiayaan 

L, 

w 

8. 

9 

Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, 

nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan kode 

00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00, nomor kode 

anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode 

kelompok penerimaan pembiayaan diisi dengan kode 1: 

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan, 

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan 

dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, 

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama 

satuan kerja perangkat daerah, 

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening 

akun /kelompok/jenis/obyek/rincian obyek penerimaan pembiayaan, 

Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek dan 

rincian obyek penerimaan pembiayaan, 

Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan 

berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek 

penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan 

pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek penerimaan merupakan 

penjumlahan dari seluruh rincian obyek penerimaan pembiayaan 

bersangkutan: 

Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis 

penerimaan pembiayaan: 

. Rencana penerimaan pembiayaan setiap triwulan selama tahun 

anggaran yang direncanakan, 
10. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-Penerimaan 

Pembiayaan, dan 
11. Formulir DPA-Penerimaan Pembiayaan ditandatangani oleh Kepala 

SKPD dngan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang 

bersangkutan. 

LA
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4. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

  

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

NOMOR DPA SKPD ....(1) Formulir 
  

  X.XX | XX 
    

00 |(00|6|2 
        DPA-SKPD 

  

Tahun Anggaran 

Kabupaten Gorontalo 

Urusan Pemenntahan 1 KK owekemesawama (3) 

Organisasi | KK am eananamaa (4) 

Rincian Pengeluaran Pembiayaan 

  

  

  

  

  

  

  

            
    
  

Triwulan I Rio (9) 

Triwulan II Rp ansnan (9) 

Triwulan III RPe..cenc0etonnenssnann (9) 

Triwulan IV 

  

  

Jumlah 

Kode Rekening Uraian 

— (Rn 

1 lo) 2 ...(6) 6...i(7) 

xx |sog Iaog | ape | oa 

xx |xx Ixx lxx DI xx 

xx |xx Ixx | xxl xx 

1 lara le lx N 

xx |xx Lxx | xx | xx 

sg. | kog Dee |) 20x | ae 

| : Jumlah Pengeluaran ...(8) 

Rencana Pendapatan Per Triwulan 

PENANAMAN Lean Ana bean Omer) 

Mengesahkan 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ...(11) 

(ttd) 

  

LP



  

  
  

41- 

Petunjuk Pengisian Formulir DPA-Pengeluaran Pembiayaan 

It 
na 

8. 

9 

Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, 

nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan kode 

00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00, nomor kode 

anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode 

kelompok pengeluaran pembiayaan diisi dengan kode 2: 

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan, 

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan 

dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, 

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama 

satuan kerja perangkat daerah, 

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening 

akun /kelompok /jenis/ obyek/rincian obyek pengeluaran pembiayaan, 

Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek dan 

rincian obyek pengeluaran pembiayaan, 

Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis pengeluaran pembiayaan 

berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek 

pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran 

pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek pengeluaran merupakan 

penjumlahan dari seluruh rincian obyek pengeluaran pembiayaan 

bersangkutan, 

Jumlah pengeluaran merupakan hasil dari penjumlahan seluruh 

jenis pengeluaran pembiayaan, 

. Rencana pengeluaran pembiayaan setiap triwulan selama tahun 

ariggaran yang direncanakan, dan 

10. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA- 

Pengeluaran Pembiayaan. 

Formulir DPA-Pengeluaran Pembiayaan ditandatangani oleh Kepala SKPD 

dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan. 

—.
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D.  FORMAT LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 

KABUPATEN.GORONTALO... 

Oeeena senam a mmnmemmamama menwa) 
LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 

  

  

  

  

TAHUN ANGGARAN “oi 20cooirsisnsnne (2) 

Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang) 

. Anggaran | Realisasis/d | Realisasi | Realisasi s/d 

No Uraian dalam DPA 

(MX lali (SLini (Gini RP Op 

L...(3) 2.4) 3...(5) 4.6) D card) 6-(445)...(8) | 75(3-5)...(9) 8-(6/3)x100 ...(10) 

PENDAPATAN | 

Jasa Layanan 

Hibah 

Hasil Kerja Sama 

              Jumlah       
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BELANJA 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

              

  

  

    

Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang) 

Anggaran | Realisasis/d | Realisasi | Realisasi s/d 

Ne Uraian dalam DPA 

.. (4) lalu . (9) ini 0. (6) ini RP Yo 

...(3) 2...(4) 3...(5) 4...6) 5-7) 6-(445)...(8) | 7-(3-5)...(9) | 8-/6/3)x100 ...(10)                 

Z t Pp 
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Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Bunga 

Belanja lain-lain 

BELANJA MODAL 

Belanja Tanah 

Belanja Peralatan dan Mesin 

Belanja Gedung dan 

Bangunan 

Belanja Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 

Belanja Aset Tetap Lainnya 

Belanja Aset Lainnya 

  

Jumlah         Surplus/ Defisit           
  

Hito po 
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Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang) 

. Anggaran | Realisasis/d | Realisasi | Realisasi s/d 

No Uraian dalam DPAs: 0 - 
(4) lahr (S1 ini (ALini RP KAN 

1 eta) 2.4) 3 s3) 4...6) 5 ..T7) 6-(445)...(8) | 7-(3-5)...(9) | 8-(6/3)x100 ...(10) 

PEMBIAYAAN 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Penghitungan Sisa Lebih 

      
Perhitungan Anggaran 

Tahun Anggaran 

Sebelumnya (SiLPA) 

Divestasi 

Penerimaan 

Utang/ Pinjaman 

Jumlah             
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  PENGELUARAN 

PEMBIAYAN 

Investasi 

Pembayaran Pokok 

Utang/ Pinjaman 

  
Jumlah 

          Pembiayaan Netto 

  

  

  

  

                    
    

Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang) 

Anggaran | Realisasi s/d | Realisasi | Realisasi s/d 
Uraian dalam DPA 

(AM lahu (SLini (Lini RP KA 

2..4) 3..(5) 4..6) 5..-i?) 6-(445)...(8) | 7-(3-5) ...(9) 8-(6/3)x100 ...(10) 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan 

(SILPA) 

Ki wankanea maw £ bnssnoniwseseann Bl sena LI) 

Mengetahui Pemimpin 

Kepala SKPD/ PPKD Badan Layanan Umum 

(ttd) 

(nama lengkap) (nama lengkap) 

NIP) sewa snemetanennk nana INKP. sewa wanesomsonewaewanmaa 

Lb



  

Petunjuk Pengisian Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaaan 

(1) Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang berkenaan, 

(2) Kolom I, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja dan pembiayaan, 

(3) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/ belanja/ pembiayaan 

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan 

selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan pendapatan 

diterima oleh BLUD, 

b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya 

uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja 

modal, 

Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja, 

Dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-jenis belanja. 

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan 

selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam 

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, 

Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis 

penerimaan pembiayan, 

Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis 

pengeluaran pembiayan. 

(4) Kolom 3, diisi dengan anggaran pendapatan, belanja, pembiayaan dalam 

DPA BLUD, 

(5) Kolom 4, diisi dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan bulan- 

bulan sebelumnya, 

(6) Kolom 5, diisi dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan bulan 

berkenaan, 
(7) Kolom 6, diisi dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan bulan- 

bulan sebelumnya ditambah dengan bulan berkenaan, 

(8) Kolom 7, diisi dengan selisih antara anggaran pendapatan, belanja, 

pembiayaan dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, 

(9) Kolom 8, diisi dengan prosentase antara anggaran pendapatan, belanja, 

pembiayaan dibandingkan dengan realisasi pendapatan, belanja, 

pembiayaan dikalikan 100. 

Ll



E.  FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) 

MOMOR: seo (2) 

Nama Badan Layanan Umum Daerah: en.oseckann (3) 

Kode Organisasi 5 eAauonnnaKaaa ena KUR KALA (4) 

Nomor/tanggal DPA SKPD | ena (5) 

Kegiatan | Gesang (6) 

Yang bertandatangan dibawah ini 

ana Nana ANE Nama aa M ARA nana (7) Menyatakan bahwa saya 

bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima 

dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima serta 

pembiayaan, yang dananya bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil 

Kerja. Sama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan digunakan 

langsurig pada bulan ......... (8) tahun anggaran ........ (9) 

(Laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan terlampir). 

$ Bukti-bukti pendapatan, belanja dan pembiayaan di atas disimpan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi 

dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas. Apabila di kemudian hari 

terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya 

atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, 

untuk mendapatkan pengesahan realisasi pendapatan, belanja dan 

pembiayaan. 

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah, 

(ttd) 

(nama lengkap) 

NIP. nan. con nnnn anna



Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab: 

(1) Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah, 

(2) Diisi nomor SPTJ unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah, 

(3) Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah, 

(4) Diisi kode organisasi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah, 

(S5) Diisi nomor dan tanggal DPA SKPD yang bersangkutan, 

(6) Diisi kode kegiatan, 

(7) Diisi nama kepala unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah, 

(8) Diisi bulan berkenaan, 

(9) Diisi tahun berkenaan, dan 

(10) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun. 

     NELSON POMIALINGO 

  
 


